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Abstrak 

 Kota Metro pemerintah sudah mulai menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2017 

sesuai dengan Instruksi  Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 yang berisi tentang bagaimana Pelaksanaan 

Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, untuk menjadi maksimal transaksi non tunai 

diterapkan di dalam Pemerintah Kota Metro dilakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan 

penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait dengan  melaksanakan Pencanangan Implementasi 

Non Tunai di lingkungan  Pemerintah Kota Metro pada Tanggal 02 Maret 2020 yang ialah suatu hal 

langkah yang cukup strategis untuk mewujudkan good governance dalam basis teknologi. Demi 

terealisasinya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran di pemerintahan, Pemerintah 

Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai.  

 Penelitian ini memiliki tujuan seperti agar dapat mengerti mengnai prosedur pembayaran secara 

non tunai dan untuk dapat mengetahui implementasi transaksi non tunai berdasarkan prinsip good 

governance. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner dan 

dokumentasi.  

 

Kata Kunci:  Transaski Non Tunai 

Pendahuluan  
  

Pemerintah Kota Metro dalam hal transaksi non tunai bekerjasama dengan Bank Lampung untuk 

mengimplementasikan transaksi non tunai berdasarkan surat perjanjian Nomor : 900/120/KPTS/2017 

persepakatan antara Pemerintah Kota Metro dengan PT. Bank Lampung Cabang Metro. Transaksi Non Tunai 

ialah proses pemindahan transaksi yang semula menggunakan tunai menjadi pemindahan buku antar rekening 

bank satu yang ditujuk untuk menjadi Bank pengelola kas daerah ataupun Bank umum yang lain, maka Bank yang 

sudah titunjuk menjadi pengelola Kas Daerah harus siap dalam menyiapkan fitur berbasis aplikasiagar dapat 

memudahkan transaksi non tunai yang dilakukan lewat ATM, aplikasi lewat Handphone ataupun transaksi melalui 

Bank lain yang koneksi nya kepada Bank Daerah yaitu sebagai yang mengelola Kas Daerah, dalam menyediakan 

beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana yaitu mesin ATM, Kartu atm, dan SDM yang bertugas menjadi 

operator. Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan oleh peneliti bahwa saat ini penerapan atau implementasi 

pengelolaan keuangan dengan menggunakan transaksi non tunai masih belum maksimal diterapkan hal ini nasih 

dihadapkan dengan kondisi sumber daya pegawai yang belum maksimal. 

Berdasarkan PP No 12 th 2019 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi ; 

(1) Keuangan wilayah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, murah, 

efisien, transparan, serta bertanggung jawab dengan mencermati asas keadilan, kepatutan, serta khasiat buat 

warga. (2) Pengelolaan keuangan wilayah dilaksanakan dalam sesuatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan 

dalam APBD yang tiap tahun diresmikan dengan peraturan wilayah. Evaluasi kinerja terhadap orang sangat 

berguna untuk dinamika perkembangan organisasi secara totalitas, lewat evaluasi tersebut hingga bisa dikenal 

keadaan sesungguhnya tentang gimana kinerja pegawai. Pemerintah Kota Metro salah satu kota yang mulai 

merealisasikan sistem transaksi non tunai di tahun 2017 awal sesuai dengan Instruksi Walikota Metro No 3 TH 

2017 tentang Pelaksanaan atau penerapan Transaksi Non Tunai di area Pemerintah Kota Metro upaya agar 

maksimalnya pelaksanaan transaksi non tunai, Pemerintah Kota Metro harus melaksanakan upaya agar 

berkembangnya penerapan non tunai untuk pihak-pihak terkait adalah dengan sosialisasi kepada Pemerintah Kota 

Metro di Lingkungannya sebagai yang pertama. Pencananangan Implementasi Non Tunai di lingkungan 
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Pemerintah Kota Metro pada Tanggal 02 Maret 2020 ialah suatu langkah yang strategis upaya untuk terwujudnya 

good governance berbasis teknologi. Demi menciptakan akuntabilitas, transparansi, efektifitas serta efisiensi 

anggaran di pemerintahan, Pemerintah Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai.  

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan oleh peneliti bahwa saat ini penerapan atau implementasi 

pengelolaan keuangan dengan menggunakan transaksi non tunai masih belum maksimal diterapkan hal ini nasih 

dihadapkan dengan kondisi sumber daya pegawai yang belum maksimal terkait kualitas dan kuantitas sumber 

daya pegawai, masih banyak pegawai yang belum mengetahui atau memahami cara kerja pembayaran dengan 

sistem transaksi non tunai dan belum melaksanakan pendidikan dan latihan mengenai sistem yang diterapkan 

tersebut, selain itu fenomena yang terjadi saat ini belum optimalnya sarana dan sarana pendukung penggunaan 

sistem transaksi non tunai tersebut hal ini yang menjadi salah satu kendala yang timbul. Bahwa tidak dapat 

dipungkiri apabila sumber daya manusia di suatu organisasi memiliki kualitas atau kompetensi yang baik maka 

dampaknya akan terlihat di hasil kerja optimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi seperti halnya 

pengelolaan sistem transaksi non tunai yang diterapkan di Pemerintah Kota Metro agar dapat menciptakan good 

governance. 

 

Pembayaran Non Tunai 
Sistem pembayaran merupakan cara yang digunakan seseorang dalam melakukan pindahan dana atau uang 

yang mencuat dari sesuatu aktivitas ekonomi dan memakai perlengkapan yang disebut dengan alat untuk 

membayar sesuatu di Indonesia. Indonesia mempunyai beberapa system pembayaran yakni system pembayaran 

secara tunai serta system non tunai. Berdasarkan penyebutannya, sistem-sistem tersebut menggunakan uang tunai 

dalam proses pindah dana, uang tersebut Bernama uang kartal (uang kertas dan uang logam). Sebaliknya system 

bayar non tunai mempergunakan sebuah kartu (APMK) yakni terdiri dari giro, cek, nota debit, cek ataupun e-

money yang menjadi portal pindahnya suatu dana. 

Lahdenpera (dalam Jurnal Bank Indonesia, 2006) mengatakan jika sepanjang 2 dekade terakhir, alat untuk 

pembayaran non tunai dikira suda berfungsi untuk tergantinya uang kertas dan uang logam untuk alat manusia 

dalam melakukan transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan proses transfer (pemindahan uang lewat 

mesin, teller bank, sms banking, internet banking serta mobile banking) antar satu bank ke bank yang lainsemakin 

dapat gantikan kedudukan uang dalam system pembayaran dagang atau transaksi keuangan dengan nilai skala 

cukup besar dan sangat besar. Sedangkan alat pembayaran yang memakai kartu dalam wujud kartu kredit, kartu 

debit, kartu ATM ataupun stored value card atau prepaid card sudah mengambil alih keduduka uang tunai pada 

transaksi bayar retail. 

 

Good Governance 
Pinto dalam Nisjar, (1997) berkata tentang governance merupakan praktek terselenggaranya suatu kuasa serta 

wewenang sebuah pemerintahan menjadi pengelola utama pengurusan pada pemerintahan merupakan secara 

umum dan khususnya dalam pembangunan ekonomi. sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) 

goog govere]ance artinya penyelenggaraan kuasa suatu negara agar terlaksananya dan tersedianya public good 

dan services. Secara lebih dalam menegaskan apabila bahwa dilihat dari pandangan fungsional, good goverance 

bisa ditinjau dari apa pemerintah sudah bergerak secara aktif dan memfungsikan diri secara efektif & efisien untuk 

tercapainya sesuatu yang telah digariskan atau tidak. 

Kaitannya jika melalui penyelenggaran yang dilakukan pemerintah dengan sistem, UNDP (1997) 

dikemukakan jika good governance merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif anatar negara, sektor 

swasta, dan society (Dwiyanto, 2005).  

 

Kerangka Pemikiran 
Good governance yang baik serta bermutu ialah impian untuk tiap negeri. Salah satu program yang dicoba 

pemerintah Indonesia merupakan dengan gerakan pembayaran transaksi non tunai( non cash) dalam mewujudkan 

good governance( GCG) ialah efisien serta efektif, akuntabilitas, Transparasi. Penerapan pembayaran non tunai 

ini diharapkan bisa membangun Indonesia jadi lebih baik serta leluasa korupsi buat itu pemerintah menghasilkan 

sebagian peraturan terpaut Penerapan pembayaran non tunai semacam peraturan presiden No 10 Tahun 2016 serta 

Peraturan Pesan Edaran Menteri Dalam Negara Tahun 910/ 1867/ SJ hingga model kerangka pemikiran yang bisa 

ditafsirkan ialah berikut ini: 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

Metodologi  
  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yakni metode mixed methods. Menggunakan alat 

analisis SPSS dan Variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian terdapat 2 jenis yakni variabel bebas yaitu 

transaksi non tunai dan variabel terikat yaitu good governance. 

Peneliti juga menggunakan cara dalam mengumpulkan data di penelitian ini yakni menggunakan observasi, 

kuesioner & dokumentasi. Terdapat sampel dan populasi pada penelitian ini ialah populasi semua karyawan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung yaitu 50 responden serta juga menggunakan 

informan penelitian diantaranya yaitu : 

1. Kepala BPKAD Kota Metro 

2. Sekretaris 

3. Kepala Bidang di BPKAD Kota Metro 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Uji Validitas dan Reliablitas 
 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Transaksi Non Tunai 

 
Sumber : Lampiran Outpun SPSS, 2021 

 

Dari data tersebut menunjukkan jika nilai r hitung > dibandingkan dengan r tabel artinya seluruh item soal 

pada variable transaksi non tunai dinyatakan valid dan dapat dipergunakan untuk instrument penelitian 

selanjutnya. 
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Tabel 2. Hasil Reliabilitas Transaksi Non Tunai 

 
 

Hasil perhitungan diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,914 dan > dibandingkan dengan 0,600, maka 

seluruh faktor pertanyaan dianggap reliabel serta bisa digunakan untuk instrumen pada penelitian selanjutnya. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Good Governance 

 
Sumber : Lampiran Output SPSS, 2021 

 

Hasil perhitungan diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,914 > dibandingkan dengan 0,600, oleh karena 

itu, seluruh faktor pertanyaan dianggap reliabel serta bisa digunakan untuk instrumen pada penelitian selanjutnya. 

 

Tabel 4. Reliabilitas Good Governance 

 
Hasil perhitungan diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,770 dan > dibandingkan dengan 0,600, oleh 

karenanya seluruh faktor pertanyaan  dinyatakan reliabel dan dapat dipergunakan sebagai instrumen penelitian 

selanjutnya. 

 

Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Good Governance Di Kota Metro 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diantaranya yaitu Kepala BPKAD Kota Metro dan 

para Kepala Bagian di Kantor BPKAD Kota Metro bahwa Pemerintah Kota Metro telah menerapkan sistem 

transaksi nontunai pada awal tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Walikota Metro No 3 TH 2017 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Area Pemerintah Kota Metro agar maksimalnya penerapan pelaksanaan 

transaksi nontunai Pemerintah Kota Metro harus melaksanakan upaya agar berkembangnya penerapan non tunai 

untuk pihak-pihak terkait adalah dengan sosialisasi kepada Pemerintah Kota Metro di Lingkungannya sebagai 

yang pertama. Pencananangan Implementasi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Metro pada Tanggal 02 

Maret 2020 ialah suatu langkah yang strategis upaya untuk terwujudnya good governance berbasis teknologi. 

Demi menciptakan akuntabilitas, transparansi, efektifitas serta efisiensi anggaran di pemerintahan, Pemerintah 

Kota Metro harus siap dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai sebab berdasarkan surat perjanjian 

Nomor : 900/120/KPTS/2017 persepakatan antara Pemerintah Kota Metro dengan PT. Bank Lampung Cabang 

Metro.  
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 Berdasarkan hasil pemaparan narasumber bahwa penerapan transaksi  non tunai di Kota Metro merupakan 

salah satu hal yang dapat meningkatkan good governance, melaksanakan berbagai transaksi keuangan dengan 

sistem non tunai akan memberikan pelayanan bertransaksi yang efektif dan efisien. Kecepatan penyelesaian dalam 

melaksanakan transaksi menggunakan sistem non tunai merupakan salah satu kelebihan dalam menggunakan 

sistem ini, selain itu pula dengan adanya sistem transaksi non tunai ini akan memberikan dampak  yang positif 

terhadap keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

Analisis Regresi Linier Sederhana 
 

 
Persamaan regresi linier didapatkan nilai Y = 2.381 + 1,003 X  

a. Nilai konstanta (a) sebesar 2.381, menunjukkan nilai konstanta yang positif artinya apabila transaksi non 

tunai tidak berubah maka  good governance akan tetap memiliki nilai 2,381. 

b. Nilai Koefisien regresi X sebesar 1,003, mengandung arti jika transaksi Non tunai ditingkatkan 1 satuan 

maka akan memberikan kontribusi sebesar 1,003 pada Good Governance. 

 

Uji Hipotesis 

 
Berdasarkan tabel 6 hasil uji hipotesis kita mengetahui bahwa uji hipotesis secara parsial yaitu uji t ataupun 

t tes diperolejlah hasil t hitung senilai 17,185 yaitu > dibandingkan dengan t tabel 2.005 yaitu tingkat signifikannya 

sebesar 0,000. Dikarenakan lebih kecilnya jumlah probability nya daripada 0,05 maka terdapat pengaruh anatara 

transaksi non tunai terhadap good governance. Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi diperoleh hipotesis: 

“Implementasi transaksi non tunai berpengaruh terhadap good governance” diterima. 

 

Koefisien Detetrminasi 
 

 
Tabel diatas menunjukkan besarnya nilai pengaruh transaksi non tunai terhadap good governance 

ditunjukkan oleh nilai R Square yaitu 0,848 atau 84,8%. Pengaruh tersebut bernilai positif, artinya good 
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governance dipengaruhi oleh transaksi non tunai dengan nilai sebesar 84,8%, sementara itu sisanya 15,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti seperti jasa pihak ketiga,  Perusahaan yang ada di Kota Metro. 

 

Kesimpulan dan Implikasi 
 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil diatas, maka didapatkan kesimpulan yang dirangkum di bawah ini. 

1. Pemerintahan Kota Metro memiliki penerapan non transaksi tidak menggunakan tunai dalam 

melaksanakan pembelanjaan di pemerintah melalui prosedur yang diterapkan dengan cara beberapa 

tahapan yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/S dan Surat Instruksi 

Walikota Metro No 3 TH  2017  tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah 

Kota Metro.   

2. Terdapat satu tujuan dari proses melaksanakan transaksi non tunai ini yang pasti adalah agar terwujudnya 

good governance sesuai dengan prinsip ialah prinsip akuntabilitas, transparansi, daya guna serta efisiensi. 

Pemerintah Kota Metro sangat menunjang pelaksanaan transaksi non tunai ini. Sebab saat sebelum 

terdapatnya Transaki Non Tunai, banyak ada kekhawatiran dikala melaksanakan transaksi dan banyak 

ditemuinya penyelewengan di lapangan yang susah buat ditelusuri. Dilihat dari prinsip akuntabilitas, 

transaksi belanja pemerintah wilayah jadi dapat lebih dipertanggungjawabkan jadi lebih akuntabel serta 

memencet tingkatan penyelewengan paling utama korupsi. Tidak hanya itu berkaitan dengan prinsip 

transparansi dalam perlaksanaan belanja pemerintah wilayah tiap transaksi jadi real time. Rekam jejak 

transaksinya dan segala transaksi bisa ditelusuri serta dipantau secara gampang dengan memandang 

rekening koran. Sedangkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi, transaksi non tunai ini dapat tepat 

sasaran, tepat guna serta tepat waktu. 

 

Implikasi 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa didapat fakta adanya pengaruh transaksi non tunai terhadap 

good governance di Kota Metro, oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan 

Kota Metro pada perihal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Metro untuk 

meningkatkan good governance melalui transaksi non tunai diantaranya yaitu: 

1. Butuh adanya perbaikan infrastukur dalam penerapan implementasi transaksi non tunai di Kota Metro, 

khususnya  PT. Bank Lampung sebagai pemegang Kas Daerah di Pemerintah Kota Metro.  

2. Pemerintah Kota Metro dan PT. Bank Lampung dirasa butuh untuk merancang beberapa kebijakan yang 

lain misalnya strategi dalam menggendalikan penggunaan anggaran pemerintahan kebijakan dalam 

menggunkan system serta secara lebih aktif dalam mensosialisakan transaksi non tunai kepada pihak 

ketiga sehingga dalam penerapan terlanksana degan baik dan maksimal tentang transaksi non tunai. 
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